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Pentingnya memahami pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme
akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap efektivitas pemerintahan di
kampung perbatasan merupakan kunci untuk memperbaiki kualitas layanan
publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah strategis yang sering
terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh ketiga faktor
tersebut terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan dengan
menggunakan metode mixed-methods. Metode ini menggabungkan analisis
kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji bagaimana regulasi, sosial audit, dan
struktur tata kelola mempengaruhi partisipasi masyarakat dan hasil evaluasi
publik. Data kuantitatif dikumpulkan dari 38 responden yang terdiri dari tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda di tiga kampung
perbatasan: Skow Sae, Skow Mabo, dan Moso. Data dianalisis menggunakan
teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan sosial audit tidak selalu
berpengaruh langsung terhadap tata kelola dan evaluasi publik, tata kelola yang
baik secara signifikan mempengaruhi efektivitas sosial audit dan partisipasi
anggaran. Temuan ini menyoroti pentingnya integrasi antara peraturan,
akuntabilitas sosial, dan tata kelola dalam memperbaiki kinerja pemerintahan
di kampung perbatasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan
implementasi regulasi, peningkatan transparansi dalam sosial audit, dan
perbaikan struktur tata kelola sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas
pemerintahan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi
pengembangan kebijakan dan praktek pemerintahan di wilayah perbatasan serta
membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-
faktor tambahan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan dan
tata kelola.
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Pendahuluan

Kampung perbatasan adalah wilayah yang terletak di ujung batas negara yang seringkali terisolasi dan jauh dari
pusat pemerintahan (Warsilah & Wardiat, 2017). Secara geografis, kampung ini biasanya berada di daerah yang
sulit dijangkau, seperti pegunungan, hutan lebat, atau pantai terpencil. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di
kampung perbatasan umumnya berada pada tingkat rendah, dengan sumber daya yang terbatas dan
ketergantungan pada pertanian subsisten (Diwyanto & Priyanto, 2014). Tantangan utama yang dihadapi oleh
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kampung perbatasan meliputi keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan
transportasi, serta infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak dan kurangnya fasilitas air bersih
(Hajar et al., 2022); (Limi & Yunus, 2016). Selain itu, pengaruh budaya dari negara tetangga juga sering kali
masuk, menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan potensi konflik identitas budaya.

Pemerintah kampung memiliki peran strategis dalam mengelola wilayah perbatasan yang krusial untuk
menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat setempat (Beni, 2021); (Noveria, 2017). Sebagai
ujung tombak pemerintahan, mereka bertanggung jawab untuk memastikan implementasi peraturan pemerintah
di tingkat lokal, termasuk pengawasan terhadap aktivitas lintas batas dan penegakan hukum. Tugas-tugas ini
mencakup pemeliharaan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, serta fasilitasi layanan publik yang
tersedia. Dalam menjalankan perannya, pemerintah kampung harus beradaptasi dengan tantangan geografis
dan sosial-ekonomi, serta bekerja sama dengan pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi (Prayitno &
Subagiyo, 2018). Penerapan peraturan pemerintah oleh pemerintah kampung langsung mempengaruhi
kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti dalam hal akses terhadap layanan dasar, perlindungan hak-hak
warga, dan penguatan identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing. Melalui peran ini, pemerintah
kampung tidak hanya menjadi penjaga batas negara, tetapi juga berperan penting dalam memperjuangkan
peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan (Arifin, 2022).

Akuntabilitas sosial sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan di tingkat kampung (Febriana & Ivanaa, 2024). Dengan mendorong partisipasi aktif
warga, pemerintah kampung dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Hakeu & Alim, 2024). Tata kelola yang baik, yang ditandai oleh
keterbukaan informasi, kejujuran, dan pertanggungjawaban, menjadi kunci untuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah kampung (Goo & Sanda, 2022). Ketika warga merasa dilibatkan dan melihat
bahwa pemerintah bertindak dengan integritas, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan dan program
yang dijalankan. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah kampung, tetapi juga berdampak
positif pada kesejahteraan warga, karena kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan efektif dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat (Tjilen, 2019); (Yan Hanry, 2016).

Tata kelola desa sangat penting bagi masyarakat pedesaan, dengan peraturan pemerintah seperti UU Nomor
6 tahun 2014 menekankan perlunya integrasi teknologi dalam layanan publik (Assiddiq et al., 2023) . Tata kelola
yang baik, partisipasi masyarakat, dan persepsi positif sangat penting untuk tata kelola desa yang efektif, seperti
yang terlihat dalam studi yang menyoroti dampaknya terhadap kinerja pemerintah desa (Rahmawati et al.,
2023). Tata kelola yang efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh perlunya
partisipasi publik dalam pembangunan dan administrasi desa (Handayani et al., 2023a). Selain itu, mekanisme
seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat penting untuk keberhasilan
implementasi dana desa dan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan (Dewi, 2023b). Mekanisme
akuntabilitas sosial, seperti pembentukan Peraturan Desa (Perdes) untuk mengelola aset desa, sangat penting
untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pedesaan (Gufran et al., 2023).

Implementasi peraturan pemerintah di kampung perbatasan sering menghadapi berbagai masalah dan
tantangan yang kompleks. Korupsi menjadi salah satu masalah umum, di mana penyelewengan dana dan
penyalahgunaan kekuasaan dapat menghambat penerapan kebijakan yang seharusnya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Fernanda et al., 2023); (Simanjuntak et al., 2023). Kurangnya sumber daya, baik
finansial maupun manusia, memperburuk situasi, menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan layanan publik
dan pembangunan infrastruktur (Ananda, 2018). Minimnya pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi juga
membuka peluang bagi pelanggaran aturan dan mengurangi efektivitas kebijakan (Zuhro, 2018). Tantangan lain
adalah memastikan mekanisme akuntabilitas sosial berjalan dengan efektif di wilayah yang terisolasi dan sulit
dijangkau, di mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sering kali terbatas dan pengawasan
eksternal sulit dilakukan (Suherry & fajar saputra Belly, 2024). Hal ini mempersulit upaya untuk menjamin
bahwa peraturan pemerintah dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.
Hal ini mengundang pertanyaan tentang bagaimana peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan
tata kelola dapat dioptimalkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kampung serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dan kesejahteraan rakyatnya, mengoptimalkan peraturan
pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa tata
kelola yang baik secara positif mempengaruhi persepsi publik, kinerja pemerintah desa, dan partisipasi
masyarakat (Assiddiq et al., 2023). Implementasi kebijakan yang efektif, komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi sangat penting untuk pembangunan desa (Rahmawati et al., 2023). Namun, tantangan
seperti kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat yang rendah, dan masalah akuntabilitas tetap ada,
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menghambat kemajuan. Transformasi desa menjadi entitas otonom telah menimbulkan kekhawatiran tentang
masa jabatan kepala desa yang berkepanjangan yang berdampak pada proses pembangunan dan demokratisasi
(Handayani et al., 2023a). Memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan publik dan menerapkan sistem
peradilan pidana terintegrasi dapat memerangi korupsi dan meningkatkan pemberian layanan kepada
masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program pembangunan sangat penting
untuk keberhasilan tata kelola dan pembangunan berkelanjutan (Gufran et al., 2023).

Kajian ini penting dilakukan karena kampung perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan
wilayah dan stabilitas nasional. Sebagai garis depan kedaulatan negara, kondisi tata kelola di kampung
perbatasan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan lokal, tetapi juga memengaruhi keamanan nasional
secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi dalam penerapan
peraturan pemerintah dan akuntabilitas sosial, kajian ini dapat mengungkap tantangan-tantangan yang
menghambat optimalisasi fungsi pemerintahan di wilayah perbatasan. Harapannya, penelitian ini dapat
memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis data, yang mampu meningkatkan tata kelola
pemerintahan serta memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial di kampung perbatasan. Dengan demikian,
masyarakat di wilayah ini akan lebih terlindungi, terlayani, dan mampu berkontribusi secara positif dalam
menjaga keutuhan dan stabilitas negara.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model kausalitas antara peraturan pemerintah, mekanisme
akuntabilitas sosial, dan tata kelola dalam pemerintahan kampung. Tujuan khususnya adalah untuk: (1)
Menganalisis peran peraturan pemerintah dalam menentukan tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. (2)
Meneliti efektivitas mekanisme akuntabilitas sosial seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme
pengaduan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan kampung. (3) Mengidentifikasi strategi yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kampung melalui optimalisasi peraturan pemerintah
dan mekanisme akuntabilitas sosial.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan integrasi sekuensial, yang
memungkinkan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif secara berurutan untuk memberikan gambaran
komprehensif tentang pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap
efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan (Waruwu, 2023); (Azhari et al., 2023). Fase pertama dari
penelitian ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif melalui survei yang dilaksanakan di tiga kampung
perbatasan: Skow Sae, Skow Mabo, dan Moso. Sebanyak 38 responden, termasuk tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh perempuan, dan pemuda dilibatkan untuk menjawab kuesioner yang dirancang untuk mengukur
pengaruh regulasi, sosial audit, dan tata kelola terhadap partisipasi anggaran dan evaluasi publik. Data
kuantitatif ini kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi hubungan dan pola
yang relevan.

Fase kedua melibatkan pendekatan kualitatif, di mana wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus
dilakukan dengan responden yang sama untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka terkait
implementasi peraturan, akuntabilitas sosial, dan tata kelola. Data kualitatif ini dianalisis menggunakan metode
analisis tematik untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ketiga faktor tersebut
berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Integrasi sekuensial dilakukan dengan
menggabungkan hasil dari kedua fase ini untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendetail
mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan pemerintahan di kampung perbatasan. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk mengkonfirmasi dan memperluas temuan awal serta menyarankan kebijakan
yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode ini
dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi yang relevan dengan
tujuan penelitian. Dalam studi ini, responden dipilih secara selektif berdasarkan karakteristik tertentu yang
dianggap penting untuk memahami pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata
kelola terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan. Kriteria pemilihan mencakup peran dan posisi
responden dalam masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda yang
memiliki wawasan mendalam mengenai implementasi regulasi dan tata kelola di kampung perbatasan.

Dalam penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah TETRAD IV, sebuah perangkat lunak yang
dirancang untuk membantu dalam analisis kausal dan pemodelan struktur kausalitas dari data. TETRAD IV
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti, dengan
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fokus pada identifikasi struktur kausalitas yang paling konsisten dengan data yang tersedia. Perangkat ini
digunakan untuk menganalisis hasil survei kuantitatif dan membantu menguji hipotesis tentang pengaruh
peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap efektivitas pemerintahan di
kampung perbatasan. Melalui penggunaan TETRAD IV, penelitian ini mampu menyusun model kausalitas
yang lebih kuat, yang kemudian diintegrasikan dengan temuan kualitatif untuk memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai dinamika tata kelola di wilayah perbatasan.
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Gambar 1. Model Struktural Penelitian

Gambar diatas menyajikan model struktural dalam penelitian ini yang menggambarkan hubungan kausal
antara variabel-variabel utama, yaitu peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, tata kelola, dan
efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan. Model ini dirancang untuk memahami bagaimana peraturan
yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi tata kelola di tingkat lokal, serta bagaimana tata kelola tersebut
berinteraksi dengan mekanisme akuntabilitas sosial, seperti sosial audit dan partisipasi masyarakat, untuk
mempengaruhi hasil akhir berupa evaluasi publik dan efektivitas layanan pemerintah. Dalam model struktural
ini, peraturan pemerintah dan tata kelola dianggap sebagai variabel independen, sementara akuntabilitas sosial
berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kedua variabel tersebut dengan efektivitas
pemerintahan. Melalui analisis menggunakan TETRAD IV, model struktural ini memungkinkan peneliti untuk
mengidentifikasi jalur kausalitas yang signifikan dan untuk memodelkan interaksi kompleks antara variabel-
variabel tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika tata kelola di
wilayah perbatasan.
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Tabel 1. Hasil Uji Statistik TETRAD IV
From To Type Value SE T P
Aksesibilitas_Anggaran Tata_Kelola Edge Coef. 1,0669  0,1057 10,0921  0,0000
Aksesibilitas_Anggaran Evaluasi_Publik Edge Coef. 0,1231  0,1089 1,1305 0,2611
Partisipasi_Anggaran Evaluasi_Publik Edge Coef. -2,256 1,7244 -1,3084  0,1939
Regulasi Evaluasi_Publik Edge Coef. -0,722 0,0727 -9,9219  0,0000
Regulasi Tata_Kelola Edge Coef. -0,103 0,0835 -1,2293 0,2220
Sosial_Audit Evaluasi_Publik Edge Coef. 3,0497  2,0938 1,4565 0,1485
Sosial_Audit Partisipasi_Anggaran  Edge Coef. 1,2106 0,0094 128,4262  0,0000
Tata_Kelola Sosial_Audit Edge Coef. 0,2311 0,1007 2,2955 0,0239

Sumber: Data TETRAD diolah, 2024

Tabel diatas menunjukkan informasi mengenai hasil pengolahan data kuisioner yang disebarkan kepada
respnden yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Setelah diolah, data yang diimput menghasilkan informasi
sebagai berikut: (1) Aksesibilitas anggaran terhadap tata kelola mengindikasikan pengaruh yang signifikan. Hal
tersebut dapat dilihat dari nilai t statistik yang lebih besar dari t tabel (10,09 > 1.98) dengan p value 0,000 < 0,05.
(2) Aksesibilitas anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap evaluasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan
nilai t statistik < t tabel (1,13 < 1,98) dan nilai signifikansi 0,26 > 0,05. (3) Partisipasi Anggaran tidak memiliki
pengaruh terhadap evaluasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t statistik < t tabel (1,30 < 1,98) dan
nilai signifikansi 0,19 > 0,05. (4) Regulasi berpengaruh signifikan terhadap evaluasi publik. Hal ini dilihat dari t
statistik > t tabel (9,92 < 1,98) dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05. (5) Regulasi tidak memiliki pengaruh terhadap
tata kelola. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t statistik < t tabel (1,22 < 1,98) dan nilai signifikansi 0,22 >
0,05. (6) Sosial audit tidak memiliki pengaruh terhadap evaluasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t
statistik < t tabel (1,45 < 1,98) dan nilai signifikansi 0,14 > 0,05. (7) Sosial audit terhadap partisipasi anggaran
mengindikasikan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t tabel > t tabel (128,42 > 1,98)
dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (8) Tata Kelola terhadap sosial audit mengindikasikan pengaruh yang
signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t tabel > t tabel (2,29 > 1,98) dan nilai signifikansi 0,02 < 0,05.

Pengaruh Aksesibilitas Anggaran Terhadap Tata Kelola

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap tata kelola
di kampung perbatasan. Temuan ini sejalan dengan hasil studi dari (Fauzani et al., 2018); (Hambali & Rizqi,
2024). Aksesibilitas anggaran yang baik memungkinkan pemerintah kampung untuk memperoleh dana yang
cukup dan tepat waktu, yang pada gilirannya mendukung pelaksanaan berbagai program dan proyek yang
esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran dapat diakses dengan mudah, pemerintah kampung
lebih mampu merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif, termasuk dalam pembangunan
infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengawasan terhadap aktivitas di perbatasan. Hal ini
menunjukkan bahwa ketersediaan dan keandalan sumber daya finansial adalah faktor kunci dalam
meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah yang seringkali terpinggirkan ini.

Selain itu, aksesibilitas anggaran yang baik juga berdampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan keuangan di kampung perbatasan. Dengan alokasi dana yang jelas dan teratur, pemerintah
kampung dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat dan pihak terkait.
Proses ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi proyek-proyek yang
dilaksanakan, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Transparansi dalam
pengelolaan anggaran ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung, yang sangat
penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak dari aksesibilitas anggaran yang signifikan terhadap tata kelola juga terlihat pada peningkatan
kapasitas administratif dan manajerial pemerintah kampung. Dengan dukungan anggaran yang memadai,
pemerintah kampung dapat melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur desa, memperkuat
sistem administrasi, serta menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional. Semua ini
berkontribusi pada tata kelola yang lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di kampung perbatasan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa kampung
perbatasan tidak hanya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai tetapi juga akses yang lancar terhadap
sumber daya tersebut, sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata kelola dan mencapai kesejahteraan yang
lebih baik.

Dalam wawancara hasil penelitian dengan Kepala Kampung di salah satu wilayah perbatasan, beliau
mengungkapkan bahwa aksesibilitas anggaran sangat berpengaruh terhadap kualitas tata kelola di kampung
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tersebut. Beliau menjelaskan bahwa ketika anggaran dapat diakses dengan mudah dan tanpa hambatan,
pemerintah kampung mampu merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan dengan lebih
efektif dan tepat waktu. Sebaliknya, ketika terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran, banyak program
terhambat dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, yang berdampak langsung pada menurunnya
kepercayaan warga terhadap pemerintah kampung. Kepala Kampung juga menekankan bahwa dengan akses
anggaran yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana meningkat, karena
masyarakat dapat melihat dan menilai langsung bagaimana anggaran digunakan untuk kemajuan kampung.
Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kelancaran akses terhadap anggaran merupakan faktor kunci dalam
memperkuat tata kelola di kampung perbatasan.

Pengaruh Aksesibilitas Anggaran Terhadap Evaluasi Publik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
evaluasi publik di kampung perbatasan. Meskipun anggaran yang memadai dan mudah diakses seharusnya
memungkinkan pelaksanaan program-program pemerintah dengan lebih transparan dan akuntabel, temuan ini
mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam membentuk persepsi masyarakat
terhadap kinerja pemerintah kampung. Misalnya, meskipun dana tersedia, jika komunikasi antara pemerintah
kampung dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, atau jika mekanisme evaluasi publik tidak disosialisasikan
secara efektif, masyarakat mungkin tetap merasa kurang terlibat atau kurang percaya terhadap proses
pengelolaan anggaran. Temuan dari penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari (Sinamo et al.,
2023); (Indriasih et al., 2022) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa aksesibilitas anggaran saja tidak cukup untuk mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi publik. Dalam banyak kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki
cukup informasi tentang bagaimana anggaran digunakan atau tidak memiliki saluran yang memadai untuk
menyuarakan pendapat mereka. Kurangnya pendidikan atau kesadaran tentang hak-hak warga negara dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah juga bisa menjadi faktor yang membuat anggaran, meskipun mudah diakses,
tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan evaluasi publik. Hal ini menekankan perlunya strategi yang
lebih holistik yang mencakup peningkatan transparansi, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan komunikasi
antara pemerintah dan warga.

Hasil pengujian ini menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa evaluasi publik adalah proses yang
kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Agar aksesibilitas anggaran dapat
berdampak positif pada evaluasi publik, perlu ada upaya yang lebih terpadu untuk meningkatkan keterlibatan
masyarakat, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang
mudah tidak hanya terhadap anggaran tetapi juga terhadap informasi yang relevan dan saluran partisipasi yang
efektif. Dengan demikian, meskipun aksesibilitas anggaran penting, dampaknya pada evaluasi publik akan lebih
signifikan jika didukung oleh upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Dalam wawancara terkait penelitian tentang pengaruh aksesibilitas anggaran terhadap evaluasi publik,
seorang warga yang aktif dalam kegiatan komunitas kampung menyatakan bahwa meskipun anggaran kampung
lebih mudah diakses dan transparan, hal tersebut tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kampung. Menurutnya, banyak warga yang masih merasa kurang
paham tentang bagaimana cara terlibat dalam proses evaluasi publik, dan beberapa di antaranya tidak melihat
manfaat langsung dari partisipasi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa meskipun pemerintah kampung telah
berupaya untuk membuka akses informasi terkait anggaran, kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang
pentingnya evaluasi publik menyebabkan masyarakat cenderung pasif. Warga tersebut menekankan bahwa agar
aksesibilitas anggaran bisa berdampak lebih signifikan, perlu ada peningkatan kesadaran dan pendidikan di
tingkat komunitas tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan
anggaran kampung.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Evaluasi Publik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi
publik di kampung perbatasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam proses
penyusunan dan alokasi anggaran, partisipasi tersebut tidak otomatis berkontribusi pada peningkatan kualitas
evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah kampung. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa
partisipasi masyarakat dalam anggaran mungkin hanya bersifat formalitas atau tidak diiringi dengan
pemahaman yang mendalam tentang mekanisme evaluasi. Sebagai hasilnya, masyarakat tidak memanfaatkan
keterlibatan mereka dalam proses anggaran untuk secara kritis mengevaluasi hasil kebijakan dan program
pemerintah. Temuan ini bertentangan dengan hasil studi dari (Sujatnika & Sulindawati, 2022); (Sugista, 2017)
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yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana
desa.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih dominan yang mempengaruhi
evaluasi publik, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi yang jelas dan transparan, serta mekanisme
feedback yang efektif dari pemerintah. Partisipasi dalam anggaran, meskipun penting, mungkin tidak cukup
untuk mendorong masyarakat secara aktif menilai kinerja pemerintah jika mereka merasa tidak memiliki cukup
informasi atau jika mereka tidak melihat dampak langsung dari keterlibatan mereka dalam kehidupan sehari-
hari. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat pendidikan masyarakat tentang anggaran dan proses
evaluasi, serta meningkatkan transparansi dan akses informasi agar partisipasi anggaran dapat lebih bermakna.

Hasil pengujian ini juga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan
evaluasi publik. Selain mendorong partisipasi anggaran, pemerintah kampung perlu memastikan bahwa
masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan mekanisme yang mendukung evaluasi yang
transparan dan akuntabel. Dengan demikian, partisipasi anggaran dapat diintegrasikan dengan proses evaluasi
yang lebih efektif, sehingga masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam
pemantauan dan penilaian hasilnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah kampung dan mendorong partisipasi yang lebih kritis dan konstruktif dalam evaluasi
publik.

Dalam wawancara, seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengungkapkan bahwa
meskipun warga kampung semakin sering dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, hal ini belum secara
signifikan meningkatkan partisipasi mereka dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kampung. Menurutnya,
banyak warga yang terlibat dalam rapat anggaran hanya sebagai formalitas dan kurang memahami bagaimana
anggaran tersebut seharusnya berdampak pada kesejahteraan mereka. Akibatnya, ketika tiba saatnya untuk
melakukan evaluasi publik, partisipasi mereka cenderung rendah. Anggota BPD tersebut juga menekankan
bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya evaluasi publik serta keterbatasan akses terhadap
informasi anggaran yang lebih rinci menjadi hambatan utama yang membuat warga kurang tergerak untuk
terlibat lebih aktif dalam mengevaluasi hasil kebijakan pemerintah kampung.

Pengaruh Regulasi Terhadap Evaluasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi publik di
kampung perbatasan. Temuan ini didukung oleh hasil studi dari (Sipayung et al., 2021); (Paranoan, 2017) yang
menyatakan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap evaluasi penggunaan dana desa.
Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat lokal maupun
nasional, memainkan peran kunci dalam mendorong masyarakat untuk aktif dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah kampung. Ketika regulasi yang ada mencakup mekanisme yang jelas untuk partisipasi publik,
transparansi anggaran, dan akuntabilitas pemerintah, masyarakat cenderung lebih terlibat dalam proses
evaluasi. Regulasi yang baik menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan warga untuk memahami hak-
hak mereka dalam mengawasi penggunaan anggaran dan menilai efektivitas program-program pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang dirancang dengan baik tidak hanya
meningkatkan partisipasi warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
kampung. Ketika regulasi memastikan bahwa proses evaluasi publik dilakukan secara transparan dan akuntabel,
masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Hal ini mendorong keterlibatan yang lebih aktif
dan konstruktif dari masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah kampung. Dengan regulasi yang
mendukung, masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara formal, tetapi juga secara kritis mengevaluasi dan
memberikan masukan yang dapat memperbaiki tata kelola di kampung mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi sebagai instrumen untuk
meningkatkan evaluasi publik. Pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperbarui regulasi agar sesuai
dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal
akan memastikan bahwa evaluasi publik tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga menjadi alat yang
efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas tata kelola di kampung
perbatasan. Dengan demikian, regulasi yang kuat dan efektif menjadi fondasi yang memungkinkan masyarakat
untuk berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Dalam wawancara dengan seorang tokoh masyarakat setempat, beliau menekankan bahwa regulasi yang
ada saat ini sangat mempengaruhi partisipasi warga dalam evaluasi kinerja pemerintah kampung. Menurutnya,
regulasi yang jelas dan transparan memberikan dorongan bagi warga untuk lebih terlibat dalam menilai dan
mengawasi program-program yang dijalankan oleh pemerintah kampung. Ia juga menambahkan bahwa regulasi
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yang baik memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik,
sehingga mereka merasa suara mereka didengar dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Tokoh
masyarakat ini percaya bahwa semakin kuat regulasi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat partisipasi
publik dalam evaluasi, yang pada akhirnya akan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan di
kampung tersebut.

Pengaruh Regulasi Terhadap Tata Kelola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tata kelola di
kampung perbatasan. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil studi dari (Naufal, 2018); (Sarah et al., 2020) yang
menyatakan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi
masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Meskipun regulasi diharapkan menjadi panduan yang jelas untuk menjalankan
pemerintahan yang efektif dan transparan, temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum cukup
kuat untuk mempengaruhi tata kelola secara langsung. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa
regulasi yang diterapkan tidak diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Ketiadaan pengawasan
yang memadai, kurangnya sumber daya, atau interpretasi regulasi yang berbeda-beda oleh aparat setempat bisa
menjadi faktor-faktor yang menyebabkan regulasi tidak mampu meningkatkan kualitas tata kelola.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada adanya
regulasi, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti kepemimpinan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan
ketersediaan sumber daya. Meskipun regulasi memberikan kerangka kerja, jika pemimpin kampung tidak
menjalankan peraturan tersebut dengan komitmen yang tinggi atau jika masyarakat tidak terlibat secara aktif
dalam pengawasan, maka dampak regulasi terhadap tata kelola akan sangat terbatas. Hal ini menyoroti
pentingnya tidak hanya membuat regulasi yang baik, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut didukung
oleh struktur dan mekanisme yang memungkinkan implementasi yang efektif.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memperbaiki tata
kelola di kampung perbatasan. Regulasi harus diintegrasikan dengan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas
pemerintah kampung, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan adanya pengawasan yang
berkelanjutan. Tanpa dukungan dari elemen-elemen tersebut, regulasi, meskipun penting, tidak akan cukup
untuk mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi,
implementasi yang efektif, dan keterlibatan semua pihak dalam memastikan tata kelola yang lebih baik di
kampung-kampung perbatasan.

Dalam wawancara dengan Kepala Kampung setempat, beliau mengungkapkan bahwa meskipun regulasi
telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola, regulasi tersebut belum menunjukkan dampak signifikan
dalam praktik sehari-hari. Menurutnya, meskipun ada banyak peraturan yang dirancang untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, implementasinya sering kali terhambat oleh kendala seperti kekurangan sumber
daya dan kurangnya pelatihan bagi aparat kampung. Ia juga mencatat bahwa tanpa adanya mekanisme
pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat, regulasi tersebut tidak dapat mempengaruhi tata
kelola secara signifikan. Kepala Kampung tersebut menekankan pentingnya memperbaiki implementasi regulasi
dan meningkatkan dukungan serta kapasitas pemerintah kampung agar peraturan dapat berfungsi dengan baik
dan memberikan dampak yang diharapkan terhadap tata kelola.

Pengaruh Sosial Audit Terhadap Evaluasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi publik
di kampung perbatasan. Hasil studi ini bertentangan dengan temuan dari (Syaifullah, 2016); (Difinubun et al.,
2022) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Meskipun
sosial audit dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam
proses evaluasi, temuan ini mengindikasikan bahwa proses tersebut belum memberikan dampak yang
diharapkan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat
dalam proses sosial audit. Jika masyarakat tidak merasa terlibat secara langsung atau tidak memahami
bagaimana sosial audit mempengaruhi kebijakan dan keputusan, maka hasil dari audit tersebut mungkin tidak
memengaruhi evaluasi publik secara substansial.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas sosial audit sangat bergantung pada
bagaimana proses tersebut diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Jika mekanisme sosial
audit tidak diintegrasikan dengan baik dalam sistem tata kelola atau tidak dilengkapi dengan saluran umpan
balik yang efektif, masyarakat mungkin tidak melihat manfaat langsung dari proses tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun sosial audit dirancang untuk mempromosikan akuntabilitas, tanpa dukungan
dari struktur yang memadai dan komunikasi yang efektif, dampaknya terhadap evaluasi publik dapat terbatas.
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Temuan ini menekankan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan sosial audit serta strategi komunikasi yang
lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk memastikan bahwa sosial audit dapat
memengaruhi evaluasi publik, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses tersebut
dan memastikan bahwa hasil audit digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pemerintah. Dengan
demikian, sosial audit dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam sistem tata kelola, sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap evaluasi publik dan mendorong transparansi serta
akuntabilitas yang lebih baik.

Dalam wawancara dengan seorang anggota Komite Pengawasan Desa, beliau menyatakan bahwa sosial
audit tampaknya tidak memberikan dampak signifikan terhadap evaluasi publik di kampung perbatasan. Ia
menjelaskan bahwa meskipun sosial audit dilakukan secara rutin, banyak warga yang masih kurang memahami
tujuan dan manfaat dari proses tersebut. Akibatnya, meskipun ada laporan dan rekomendasi yang dihasilkan
dari audit, masyarakat tidak merasa terlibat atau melihat perubahan nyata dalam kebijakan atau program
pemerintah kampung. Anggota Komite tersebut juga mencatat bahwa kurangnya transparansi dalam
komunikasi hasil sosial audit dan terbatasnya mekanisme umpan balik dari masyarakat berkontribusi pada
minimnya pengaruh sosial audit terhadap evaluasi publik. Ia menekankan perlunya upaya lebih besar dalam
mendidik masyarakat tentang pentingnya sosial audit dan memastikan hasilnya diterjemahkan menjadi
tindakan yang jelas dan berdampak.

Pengaruh Sosial Audit Terhadap Partisipasi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial audit memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi anggaran
di kampung perbatasan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika proses sosial audit dilakukan dengan efektif,
ia dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran
kampung. Sosial audit menyediakan platform bagi warga untuk menilai dan memberikan masukan terhadap
penggunaan anggaran, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan berhak dalam proses pengambilan keputusan.
Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap
anggaran yang dialokasikan, mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perencanaan anggaran.
Hasil studi ini sejalan dengan temuan dari (Wulandari, 2020); (Masruhin & Kaukab, 2019) yang menyatakan
bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes.

Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa dampak sosial audit terhadap partisipasi anggaran sangat
tergantung pada kualitas implementasi dan komunikasi hasil audit. Ketika hasil sosial audit disampaikan secara
jelas dan diintegrasikan dengan proses anggaran, masyarakat lebih cenderung merasa bahwa partisipasi mereka
dapat mempengaruhi hasil akhir. Proses audit yang transparan dan inklusif memberi kesempatan kepada warga
untuk memahami bagaimana dana digunakan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan
keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengawasan
anggaran. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya sosial audit sebagai alat untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam anggaran. Untuk memaksimalkan pengaruh sosial audit, penting bagi pemerintah
kampung untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan dengan integritas, hasilnya dikomunikasikan
dengan efektif, dan umpan balik masyarakat diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Dengan demikian,
sosial audit dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat partisipasi anggaran, mendorong
transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal.

Dalam wawancara dengan seorang anggota Tim Sosial Audit Kampung, beliau menjelaskan bahwa sosial
audit telah secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses anggaran. Menurutnya, hasil
audit yang dibagikan secara transparan dan melibatkan umpan balik langsung dari warga telah membuat
masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki suara dalam penyusunan anggaran. Ia menyebutkan bahwa
setelah implementasi sosial audit, terjadi peningkatan partisipasi aktif dalam rapat anggaran dan pengawasan
penggunaan dana, karena warga merasa bahwa masukan mereka dihargai dan mempengaruhi keputusan.
Anggota tim tersebut menekankan bahwa sosial audit tidak hanya memperbaiki transparansi, tetapi juga
mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam pengelolaan anggaran kampung.

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Sosial Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh signifikan terhadap sosial audit di kampung
perbatasan. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola yang baik termasuk transparansi, akuntabilitas,
dan integritas mempengaruhi efektivitas proses sosial audit. Ketika pemerintah kampung menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola yang kuat, proses sosial audit dapat berjalan dengan lebih lancar, karena ada kepastian bahwa
data yang diperiksa adalah akurat dan keputusan yang diambil bersifat adil. Tata kelola yang baik menciptakan
lingkungan yang mendukung keberhasilan sosial audit dengan memastikan bahwa audit dilakukan secara
sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan yang nyata. Hasil studi ini sejalan dengan temuan dari
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(Widyatama et al., 2017); (Aprilia, 2019) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

Selain itu, tata kelola yang efektif memastikan adanya struktur dan mekanisme yang mendukung
pelaksanaan sosial audit. Ini termasuk adanya kebijakan yang jelas, prosedur yang terdokumentasi, dan sistem
pengawasan yang memadai. Dengan tata kelola yang baik, sosial audit tidak hanya menjadi alat untuk menilai
penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan yang transparan dan
akuntabel. Hal ini memungkinkan hasil audit untuk diintegrasikan dengan kebijakan dan tindakan yang relevan,
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses audit dan memastikan bahwa temuan audit digunakan
untuk memperbaiki kinerja pemerintah kampung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil sosial audit yang efektif,
penting untuk memiliki tata kelola yang mendukung. Tata kelola yang kuat memberikan fondasi yang kokoh
bagi sosial audit dengan menyediakan struktur, prosedur, dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan
audit secara efektif. Dengan demikian, perbaikan dalam tata kelola tidak hanya memperbaiki proses sosial audit,
tetapi juga meningkatkan hasil yang diperoleh dari audit tersebut, mendukung transparansi, dan mendorong
akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran di kampung perbatasan.

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kampung, beliau menyatakan bahwa tata
kelola yang baik memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sosial audit di kampung perbatasan.
Menurutnya, ketika tata kelola diterapkan dengan baik termasuk adanya prosedur yang jelas dan pengawasan
yang ketat, sosial audit dapat dilakukan dengan lebih efektif dan hasilnya lebih dapat diandalkan. Ia menjelaskan
bahwa struktur tata kelola yang kokoh memungkinkan proses audit dilakukan secara transparan, dan hasilnya
digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik. Kepala Dinas tersebut juga mencatat bahwa tata kelola
yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil sosial audit, karena mereka merasa bahwa
proses audit dilakukan dengan integritas dan data yang diperiksa adalah akurat.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan
tata kelola memiliki peran penting dalam mempengaruhi efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan. Hasil
penelitian mengungkapkan bahwa regulasi yang ada tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap tata kelola,
terutama jika tidak diikuti dengan implementasi yang efektif dan dukungan dari sumber daya yang memadai.
Sosial audit, meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tidak selalu
mempengaruhi evaluasi publik secara langsung, namun terbukti memiliki dampak signifikan terhadap
partisipasi anggaran. Di sisi lain, tata kelola yang baik terbukti berpengaruh besar terhadap efektivitas sosial
audit, menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, proses audit tidak dapat berjalan secara optimal.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara regulasi, mekanisme akuntabilitas sosial, dan
tata kelola dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di kampung perbatasan. Tata kelola yang baik berfungsi
sebagai fondasi yang memungkinkan sosial audit dan peraturan pemerintah untuk berfungsi dengan efektif,
sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai perbaikan
yang signifikan dalam tata kelola, perlu adanya upaya terintegrasi yang mencakup penguatan regulasi,
peningkatan implementasi sosial audit, dan perbaikan dalam struktur tata kelola. Hasil penelitian ini
memberikan dasar yang kuat bagi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di
kampung perbatasan melalui penguatan ketiga aspek tersebut. Peneliti selanjutnya disarankan untuk
mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara berbagai aspek tata kelola dan mekanisme akuntabilitas sosial di
berbagai konteks lokal, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi efektivitas
implementasi peraturan pemerintah di kampung perbatasan.
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